
 

 
 

BUPATI KEBUMEN 
PROVINSI JAWA TENGAH 

 
PERATURAN BUPATI KEBUMEN 

 

NOMOR 52 TAHUN 2015 
 

TENTANG 

 
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 40 

TAHUN 2014 TENTANG STANDARISASI BIAYA UMUM KEGIATAN, 
HONORARIUM, HARGA PENGADAAN BARANG/JASA, BIAYA PEMELIHARAAN 

DAN BIAYA SEWA PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN  

TAHUN ANGGARAN 2015 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI  KEBUMEN, 

 
Menimbang : a. bahwa dalam rangka tindak lanjut Laporan Hasil 

Pemeriksaan Inspektorat Propinsi Jawa Tengah perlu 

dilakukan perubahan terhadap Standarisasi Biaya 
Umum Kegiatan, Honorarium, Harga Pengadaan 

Barang/Jasa, Biaya Pemeliharaan dan Biaya Sewa 
Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 
2015; 

b. bahwa dengan adanya perubahan standarisasi biaya 
umum kegiatan, honorarium, harga pengadaan 
barang/jasa, biaya pemeliharaan dan biaya sewa, 

perlu mengubah Peraturan Bupati Kebumen Nomor 40 
Tahun 2014 tentang Standarisasi Biaya Umum 

Kegiatan, Honorarium, Harga Pengadaan 
Barang/Jasa, Biaya Pemeliharaan dan Biaya Sewa 
Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 

2015;  

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan 
Keempat atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 40 

Tahun 2014 tentang Standarisasi Biaya Umum 
Kegiatan, Honorarium, Harga Pengadaan 
Barang/Jasa, Biaya Pemeliharaan dan Biaya Sewa 

Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 
2015;                                                                                                                                                                                                                               

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); 

 

 SALINAN 



 

 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5679); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang 
Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang    

Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa 

Tengah; 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4578); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4593); 

 



 

 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 

Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan 
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);  

12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5533); 

13. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana 
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan 
Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan 

Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 
2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5655); 

14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 
Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 

Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1); 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 13 

Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 

Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Kebumen Nomor 12); 

17. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 

Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang 
Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen 
Nomor 22); 

 
MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan  : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT 
ATAS PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 40 TAHUN 

2014 TENTANG STANDARISASI BIAYA UMUM KEGIATAN, 
HONORARIUM, HARGA PENGADAAN BARANG/ JASA, 
BIAYA PEMELIHARAAN DAN BIAYA SEWA PEMERINTAH 

KABUPATEN KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 2015. 
 
 

 



 

Pasal I 
 

Ketentuan dalam Lampiran III Peraturan Bupati Kebumen Nomor 40 

Tahun 2014 tentang Standarisasi Biaya Umum Kegiatan, Honorarium, 
Harga Pengadaan Barang/Jasa, Biaya Pemeliharaan dan Biaya Sewa 
Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah 

Kabupaten Kebumen Tahun 2014 Nomor 40) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali dengan Peraturan Bupati: 

a. Nomor 2 Tahun 2015 (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2015 
Nomor 2); 

b. Nomor 23 Tahun 2015 (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2015 

Nomor 23); 
c. Nomor 33 Tahun 2015 (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2015 

Nomor 33); 
 
menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 
 

Pasal II 

 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 

Kabupaten Kebumen. 
Ditetapkan di  Kebumen 

pada tanggal 10 September 2015 
 

Pj. BUPATI  KEBUMEN, 

 
                 ttd.     

 

MOHAMAD ARIEF IRWANTO
  

Diundangkan di Kebumen 
pada tanggal 10 September 2015  

 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN KEBUMEN, 

 
               ttd. 
 

      ADI PANDOYO 
 
BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2015 NOMOR 52  

 
 

 
Salinan sesuai dengan aslinya 

KEPALA BAGIAN HUKUM 

SETDA KABUPATEN KEBUMEN, 
 

ttd. 

 
AMIN RAHMANURRASJID, S.H.,M.H 

Pembina 
NIP. 19720723 199803 1 006 


